Nama Jabatan

: Sekretariat Daerah Kota Jambi

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

TRIWULAN IV
TRIWULAN IV
CARA PENGUKURAN
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET INDIKATOR SASARAN KETERANGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU REALISAS! % KETERANGAN
REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11| 1200,00% 13
1 |Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Penyelenggaraan Skor Kinerja 3 Hasil Evaluasi - Nilai Belum Program Pemerintahan dan 55.886.768.370 37.604.008.864/ 67,29%
Pemerintah di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Jambi Penyelenggaraan Penyelenggaraan dikeluarkan oleh Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah Kemendagri atas
(EPPD) berdasarkan Laporan penilaian LPPD 2025
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Indeks Reformasi 73 Hasil Penilaian Indeks 77,12 106% Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 35.427.514.729 31.248.034.024 88,20%
Hukum Reformasi Hukum (IRH)
yang dikeluarkan oleh
Kementerian Hukum
merupakan gambaran
capaian kinerja pemerintah
daerah dalam melaksanakan
reformasi hukum melalui
penyusunan, evaluasi, dan
pengelolaan regulasi.
Nilai SAKIP Komponen 10,77 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Nilai Evaluasi SAKIP | Penataan Administrasi Pemerintahan 350.809.598 52.054.159 14,84%
Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah 2025 Kota Jambi
(AKIP) pada komponen belum di evaluasi Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 34.693.180.179 31.158.924.390 89,81%
penilaian pelaporan kinerja oleh Kemenpan RB
yang dikeluarkan oleh
Kemenpan RB.
2|Meningkatkan Kualitas BUMD dan BLUD dalam Kategori |Persentase Tingkat 80% Jumlah BUMD/BLUD dengan 75% 94% Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 383.524.952 37.055.475 9,66%
Sehat Kesehatan BUMD dan Kategori sehat dibagi Jumlah
BLUD BUMD dan BLUD x 100%
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 18.915.969.526 5.743.677.669 30,36%
Keseiahteraan Rakvat
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 18.632.654.200 5.646.628.914 30,31%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 163.023.988 69.313.700 42,52%
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 120.291.338 27.735.055 23,06%
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan
Masyarakat
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi 799.933.966 312.449.529 39,06%
Hukum
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 138.278.307 38.650.340 27,95%
Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum 433.508.871 169.589.006 39,12%|
Pendokumentasian Produk Hukum dan 228.146.788 104.210.183 45,68%
Pengelolaan Informasi Hukum
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah 743.350.149 299.847.642 40,34%|
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 338.002.819 109.263.912 32,33%
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 236.213.429 94.502.446 40,01%|
Evaluasi P 1 Kerja Sama 169.133.901 96.081.284 56,81%
Program Perekonomian dan 1.238.682.399, 487.682.089 39,37%
P 1an
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 343.218.804 130.949.318 38,15%
Perekonomian
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan 102.250.475 38.108.191 37,27%|
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan
BLUD
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 116.571.456 24.720.668 21,21%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi 124.396.873 68.120.459 54,76%
Mikro kecil
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi 54.675.000! 5.850.000! 10,70%
an
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 54.675.000 5.850.000 10,70%
Pelaksanaan Pembangunan
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang 766.997.180 307.830.129 40,13%
dan Jasa
Pengelolaan Barang dan Jasa 203.943.210 53.702.169 26,33%
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara 211.176.970 67.624.708 32,02%
Elektronik




Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 351.877.000 186.503.252 53,00%
Barang dan Jasa

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber 73.791.415, 43.052.642, 58,34%|
Dava Alam

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi 73.791.415 43.052.642 58,34%
Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan

Hidup

Program Penunjang Urusan 49.755.211.964 13.325.683.364 26,78%|
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, 120.025.200 22.472.000 18,72%
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan 64.255.000 6.525.280 10,16%
Peranakat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 55.770.200 15.946.720 28,59%
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kineria SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan 25.180.211.101] 5.570.753.360 22,12%
Peranakat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.712.085.033 5.011.180.639 21,13%
Pelaksanaan Penatausahaan dan 1.367.837.068 536.630.656 39,23%
Pengquiian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 100.289.000 22.942.065 22,88%
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Milik 50.135.200! 9.429.450 18,81%
Daerah pada Peranakat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 50.135.200 9.429.450 18,81%
SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian 365.730.000 54.740.503, 14,97%
Peranakat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 215.730.000 16.480.503 7,64%
Kelenakapannya

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 150.000.000 38.260.000 25,51%
Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 4.509.278.700 1.818.527.971 40,33%
Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi 110.000.000 22.883.500 20,80%
Listrik/Penerandan Banaunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 122.169.450 23.639.962 19,35%
Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 399.422.000 323.904.566 81,09%
Penyediaan Barang Cetakan dan 66.807.500 1.500.000 2,25%
Pengaandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.911.254.750 747.841.896 25,69%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 899.625.000 698.758.047 77,67%
Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 3.042.000.000 - 0,00%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 3.042.000.000 - 0,00%
atau Lapangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 6.544.132.371 2.628.140.492 40,16%
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 155.882.000 23.309.925 14,95%!
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 4.069.281.533 1.844.685.244 45,33%
Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan 2.318.968.838 760.145.323 32,78%
Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3.070.554.250 1.099.703.700 35,81%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 502.837.600 332.097.515 66,04%
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2.028.913.150 592.682.379 29,21%|
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 142.700.000 59.506.000 41,70%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 396.103.500 115.417.806 29,14%
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Kegiatan Administrasi Keuangan dan 1.092.050.000 281.325.522 25,76%
Operasional Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala 173.250.000 37.725.522 21,78%
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 82.800.000 - 0,00%
Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Penyediaan Dana Penunjang Operasional 836.000.000 243.600.000 29,14%

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah




Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan 1.584.000.000 504.072.438 31,82%

Sekretariat Daerah

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 1.584.000.000 504.072.438 31,82%

Sekretariat Daerah

Kegiatan Penataan Organisasi 685.134.006 307.717.633 44,91%

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 280.389.381 112.652.896 40,18%

Jabatan

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 208.235.150 75.105.262 36,07%

Laksana

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 196.509.475 119.959.475 61,05%

Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan 3.511.961.136 1.028.800.295 29,29%

Komunikasi Pimpinan

Fasilitasi Keprotokolan 441.364.674 22.683.250 5,14%

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2.841.585.287 944.860.820 33,25%
Tugas Pimpinan 229.011.175 61.256.225 26,75%

Total Anggaran 106.880.662.733 51.417.374.317 48,11%

Faktor Pendorong : Adanya komitmen, dukungan dan pimpinan yang memberikan arahan dan kebijakan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan serta Komunikasi yang baik antar stakeholder terkait (instansi/Perangkat Daerah)

Uraian Permasalahan : 1. Belum optimalnya pengawasan mekanisme penganggaran program/kegiatan pada dokumen perencanaan dipedomani; 2. Belum terintegrasi dengan baik pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga menghambat penghimpunan data dan informasi sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan; 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia ASN yang ideal dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi; 4. Tuntutan akuntabilitas perlu pertanggungjawaban administratif pemerintahan dan pembangunan yang berbasis kinerja aparatur; 5. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional

Prosedur dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan internal untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Instansi yang dipimpin sehingga tujuan organisasi/instansi dapat tercapai secara optimal, Melakukan peningkatkan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Kota Jambi dengan dilakukan secara perkesinambungan pelaksanaan
kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah, Melakukan Peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pengambilan keputusan, Melakukan monitoring evaluasi (MONEV) secara rutin pada setiap triwulan dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi, Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi ASN dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi.




Nama Jabatan

: Sekretariat Daerah Kota Jambi

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

TRIWULAN Il
TRIWULAN I
CARA PENGUKURAN
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET INDIKATOR SASARAN KETERANGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU REALISAS! % KETERANGAN
REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 |Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Penyelenggaraan Skor Kinerja 3 Hasil Evaluasi - Program Pemerintahan dan 55.886.768.370 5.715.930.207| 10,23%
Pemerintah di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Jambi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah
(EPPD) berdasarkan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Indeks Reformasi 73 Hasil Penilaian Indeks - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 35.427.514.729 586.081.667 1,65%
Hukum Reformasi Hukum (IRH)
yang dikeluarkan oleh
Kementerian Hukum
merupakan gambaran
capaian kinerja pemerintah
daerah dalam melaksanakan
reformasi hukum melalui
penyusunan, evaluasi, dan
pengelolaan regulasi.
Nilai SAKIP Komponen 10,77 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Penataan Administrasi Pemerintahan 350.809.598 88.051.311 25,10%|
Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
(AKIP) pada komponen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 34.693.180.179 410.381.575 1,18%
2|Meningkatkan Kualitas BUMD dan BLUD dalam Kategori |Persentase Tingkat 80% Jumlah BUMD/BLUD dengan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 383.524.952 87.648.781 22,85%
Sehat Kesehatan BUMD dan Kategori sehat dibagi Jumlah
BLUD BUMD dan BLUD x 100%
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 18.915.969.526 4.860.162.934 25,69%
Keseiahteraan Rakvat
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 18.632.654.200 4.767.040.320 25,58%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 163.023.988 49.853.956 30,58%!|
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 120.291.338 43.268.658 35,97%
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan
Masyarakat
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi 799.933.966 198.159.684 24,77%
Hukum
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 138.278.307 26.007.392 18,81%
Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum 433.508.871 112.700.669 26,00%
Pendokumentasian Produk Hukum dan 228.146.788 59.451.623 26,06%
Pengelolaan Informasi Hukum
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah 743.350.149 71.525.922 9,62%
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 338.002.819 14.902.800 4,41%
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 236.213.429 26.130.127 11,06%
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 169.133.901 30.492.995 18,03%
Program Perekonomian dan 1.238.682.399 309.566.605 24,99%
1an
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 343.218.804 84.439.353, 24,60%
Perekonomian
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan 102.250.475 22.760.795 22,26%|
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan
BLUD
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 116.571.456 31.287.834 26,84%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi 124.396.873 30.390.724 24,43%
Mikro kecil
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi 54.675.000 9.850.961] 18,02%
P an
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 54.675.000 9.850.961 18,02%
Pelaksanaan Pembangunan
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang 766.997.180 201.226.291 26,24%|
dan Jasa
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 203.943.210 72.017.259 35,31%
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara 211.176.970 81.279.874 38,49%
Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 351.877.000 47.929.158 13,62%
Barang dan Jasa
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber 73.791.415| 14.050.000 19,04%

Dava Alam




Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi 73.791.415 14.050.000 19,04%
Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan

Hidup

Program Penunjang Urusan 49.755.211.964/ 11.218.109.893 22,55%
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, 120.025.200 38.894.997 32,41%|
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan 64.255.000 30.636.457 47,68%
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 55.770.200 8.258.540 14,81%
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kineria SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan 25.180.211.101] 4.848.809.314 19,26%
Peranakat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.712.085.033 4.561.542.401 19,24%
Pelaksanaan Penatausahaan dan 1.367.837.068 258.958.856 18,93%
Pengquiian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 100.289.000 28.308.057 28,23%
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Milik 50.135.200! 18.655.756 37,21%
Daerah pada Peranakat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 50.135.200 18.655.756 37,21%
SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian 365.730.000 287.389.000 78,58%
Peranakat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 215.730.000 184.254.000 85,41%|
Kelenakapannya

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 150.000.000 103.135.000 68,76%
Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 4.509.278.700 1.525.196.976 33,82%
Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi 110.000.000 28.015.500 25,47%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 122.169.450 69.696.000 57,05%
Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 399.422.000 22.406.480 5,61%
Penyediaan Barang Cetakan dan 66.807.500 39.141.000 58,59%
Penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.911.254.750 1.328.099.616 45,62%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 899.625.000 37.838.380 4,21%
Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 3.042.000.000 - 0,00%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 3.042.000.000 - 0,00%
atau Lapangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 6.544.132.371 1.681.141.891 25,69%
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 155.882.000 13.593.000 8,72%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 4.069.281.533 897.266.006 22,05%
Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan 2.318.968.838 770.282.885 33,22%
Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3.070.554.250 838.396.143 27,30%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 502.837.600 42.818.984 8,52%
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2.028.913.150 632.613.223 31,18%
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 142.700.000 28.614.470 20,05%|
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 396.103.500 134.349.466 33,92%
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Kegiatan Administrasi Keuangan dan 1.092.050.000 205.725.522 18,84%
Operasional Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala 173.250.000 37.725.522 21,78%
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 82.800.000 - 0,00%
Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Penyediaan Dana Penunjang Operasional 836.000.000 168.000.000 20,10%
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan 1.584.000.000 599.993.585 37,88%
Sekretariat Daerah

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 1.584.000.000 599.993.585 37,88%!
Sekretariat Daerah

Kegiatan Penataan Organisasi 685.134.006 144.152.436 21,04%




Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 280.389.381 94.220.651 33,60%
Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 208.235.150 39.897.045 19,16%
Laksana
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 196.509.475 10.034.740 5,11%
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan 3.511.961.136 1.029.754.273] 29,32%
Komunikasi Pimpinan
Fasilitasi Keprotokolan 441.364.674 237.056.300 53,71%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2.841.585.287 738.701.633 26,00%
Tugas Pimpinan 229.011.175 53.996.340 23,58%
106.880.662.733 17.243.606.705 16,13%

Total Anggaran

Faktor Pendorong : Adanya komitmen, dukungan dan pimpinan yang memberikan arahan dan kebijakan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan serta Komunikasi yang baik antar stakeholder terkait (instansi/Perangkat Daerah)

Uraian Permasalahan : 1. Belum optimalnya pengawasan mekanisme penganggaran program/kegiatan pada dokumen perencanaan dipedomani; 2. Belum terintegrasi dengan baik pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga menghambat penghimpunan data dan informasi sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan; 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia ASN yang ideal dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi; 4. Tuntutan akuntabilitas perlu pertanggungjawaban administratif pemerintahan dan pembangunan yang berbasis kinerja aparatur; 5. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan internal untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Instansi yang dipimpin sehingga tujuan organisasi/instansi dapat tercapai secara optimal, Melakukan peningkatkan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Kota Jambi dengan dilakukan secara perkesinambungan pelaksanaan
kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah, Melakukan Peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pengambilan keputusan, Melakukan monitoring evaluasi (MONEYV) secara rutin pada setiap triwulan dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi, Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi ASN dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi.
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Nama Jabatan

: Sekretariat Daerah Kota Jambi

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

TRIWULAN Il
TRIWULAN Il
CARA PENGUKURAN
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET INDIKATOR SASARAN KETERANGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU REALISAS! % KETERANGAN
REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 |Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Penyelenggaraan Skor Kinerja 2,8 Penilaian dari BPKP dan Tim - Program Pemerintahan dan 55.886.768.370 2.670.917.033| 4,78%
Pemerintah di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Jambi Penyelenggaraan Pemerintah Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
Indeks Reformasi 73 Penilaian dari KEMENKUM - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 35.427.514.729] 359.249.390 1,01%
Hukum HAM RI
Nilai SAKIP 69,33 Penilaian dari KEMENPAN Penataan Administrasi Pemerintahan 350.809.598 119.923.393 34,18%|
RB
Indeks Pelayanan 4 Penilaian dari KEMENPAN Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 34.693.180.179 216.251.327 0,62%
Publik RB
2|Meningkatkan Kualitas BUMD dan BLUD dalam Kategori |Persentase Tingkat 80% Jumlah BUMD/BLUD dengan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 383.524.952 23.074.670 6,02%
Sehat Kesehatan BUMD dan Kategori sehat dibagi Jumlah
BLUD BUMD dan BLUD x 100%
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 18.915.969.526 2.006.486.030 10,61%
Keseiahteraan Rakvat
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 18.632.654.200 1.980.456.775 10,63%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 163.023.988 14.051.305 8,62%
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 120.291.338 11.977.950 9,96%
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan
Masvarakat
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi 799.933.966 120.204.754 15,03%
Hukum
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 138.278.307 21.054.585 15,23%
Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum 433.508.871 62.380.313 14,39%
Pendokumentasian Produk Hukum dan 228.146.788 36.769.856 16,12%
Pengelolaan Informasi Hukum
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah 743.350.149 184.976.859 24,88%
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 338.002.819 120.443.897 35,63%
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 236.213.429 44.925.350 19,02%
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 169.133.901 19.607.612 11,59%
Program Perekonomian dan 1.238.682.399 130.919.246 10,57%
P 1an
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 343.218.804 43.152.482 12,57%
Perekonomian
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan 102.250.475 7.157.482 7,00%
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan
BLUD
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 116.571.456 32.815.000 28,15%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi 124.396.873 3.180.000 2,56%
Mikro kecil
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi 54.675.000 4.415.280 8,08%
P 1an
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 54.675.000 4.415.280 8,08%
Pelaksanaan Pembangunan
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang 766.997.180 82.036.484, 10,70%
dan Jasa
Pengelolaan P Barang dan Jasa 203.943.210 21.404.689 10,50%
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara 211.176.970 15.248.265 7,22%
Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 351.877.000 45.383.530 12,90%
Barang dan Jasa
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber 73.791.415, 1.315.000! 1,78%
Dava Alam
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi 73.791.415 1.315.000 1,78%
Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan
Hidup
Program Penunjang Urusan 49.755.211.964/ 7.774.155.930 15,62%
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, 120.025.200 8.746.650 7,29%
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan 64.255.000 7.313.640 11,38%
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 55.770.200 1.433.010 2,57%
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kineria SKPD
Kegiatan Administrasi Keuangan 25.180.211.101 5.441.071.171 21,61%|
Peranakat Daerah




Total Anggaran

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.712.085.033 5.140.851.128 21,68%

Pelaksanaan Penatausahaan dan 1.367.837.068 284.845.826 20,82%

Pengquiian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 100.289.000 15.374.217 15,33%

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Milik 50.135.200 6.369.540 12,70%

Daerah pada Peranakat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 50.135.200 6.369.540 12,70%

SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian 365.730.000 7.938.500! 2,17%

Peranakat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 215.730.000 - 0,00%

Kelenakapannya

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 150.000.000 7.938.500 5,29%

Perundang-Undandan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 4.509.278.700 117.991.000 2,62%

Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi 110.000.000 29.319.500 26,65%

Listrik/Penerangan Banaunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 122.169.450 8.237.000 6,74%

Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 399.422.000 19.380.800 4,85%;

Penyediaan Barang Cetakan dan 66.807.500 - 0,00%

Pendggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.911.254.750 61.053.700 2,10%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 899.625.000 - 0,00%

Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 3.042.000.000 - 0,00%

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 3.042.000.000 - 0,00%

atau Lapangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 6.544.132.371 747.358.121 11,42%

Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 155.882.000 27.390.000 17,57%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 4.069.281.533 439.975.608 10,81%

Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan 2.318.968.838 279.992.513 12,07%

Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3.070.554.250 398.713.097 12,99%

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 502.837.600 12.800.000 2,55%

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2.028.913.150 317.523.215 15,65%

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 142.700.000 15.073.202 10,56%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 396.103.500 53.316.680 13,46%

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Kegiatan Administrasi Keuangan dan 1.092.050.000 176.987.081 16,21%

Operasional Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala 173.250.000 49.787.081 28,74%

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 82.800.000 - 0,00%

Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Penyediaan Dana Penunjang Operasional 836.000.000 127.200.000 15,22%

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan 1.584.000.000 286.550.000 18,09%

Sekretariat Daerah

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 1.584.000.000 286.550.000 18,09%

Sekretariat Daerah

Kegiatan Penataan Organisasi 685.134.006 60.391.588, 8,81%

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 280.389.381 15.927.915 5,68%

Jabatan

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 208.235.150 34.751.940 16,69%

Laksana

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 196.509.475 9.711.733 4,94%

Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan 3.511.961.136 522.039.182 14,86%

Komunikasi Pimpinan

Fasilitasi Keprotokolan 441.364.674 75.780.570 17,17%

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2.841.585.287 405.304.612 14,26%

Pendokumentasian Tugas Pimpinan 229.011.175 40.954.000 17,88%
106.880.662.733 10.575.992.209 9,90%]

Faktor Pendorong : Adanya komitmen, dukungan dan pimpinan yang memberikan arahan dan kebijakan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan serta Komunikasi yang baik antar stakeholder terkait (instansi/Perangkat Daerah)




Uraian Permasalahan : 1. Belum optimalnya pengawasan mekanisme penganggaran program/kegiatan pada dokumen perencanaan dipedomani; 2. Belum terintegrasi dengan baik pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga menghambat penghimpunan data dan informasi sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan; 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia ASN yang ideal dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi; 4. Tuntutan akuntabilitas perlu pertanggungjawaban administratif pemerintahan dan pembangunan yang berbasis kinerja aparatur; 5. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan internal untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Instansi yang dipimpin sehingga tujuan organisasi/instansi dapat tercapai secara optimal, Melakukan peningkatkan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Kota Jambi dengan dilakukan secara perkesinambungan pelaksanaan
kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah, Melakukan Peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pengambilan keputusan, Melakukan monitoring evaluasi (MONEYV) secara rutin pada setiap triwulan dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi, Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi ASN dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi.
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FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

TRIWULAN |
TRIWULAN |
CARA PENGUKURAN
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET INDIKATOR SASARAN KETERANGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU REALISAS! % KETERANGAN
REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 |Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Penyelenggaraan Skor Kinerja 2,8 Penilaian dari BPKP dan Tim - Program Pemerintahan dan 55.886.768.370 6.602.591.247| 11,81%
Pemerintah di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Jambi Penyelenggaraan Pemerintah Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
Indeks Reformasi 73 Penilaian dari KEMENKUM - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 35.427.514.729] 602.225.050 1,70%
Hukum HAM RI
Nilai SAKIP 69,33 Penilaian dari KEMENPAN Penataan Administrasi Pemerintahan 350.809.598 85.076.050 24,25%|
RB
Indeks Pelayanan 4 Penilaian dari KEMENPAN Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 34.693.180.179 294.193.684 0,85%
Publik RB
2|Meningkatkan Kualitas BUMD dan BLUD dalam Kategori |Persentase Tingkat 80% Jumlah BUMD/BLUD dengan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 383.524.952 222.955.316 58,13%
Sehat Kesehatan BUMD dan Kategori sehat dibagi Jumlah
BLUD BUMD dan BLUD x 100%
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 18.915.969.526 5.723.028.469 30,26%
Keseiahteraan Rakvat
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 18.632.654.200 5.662.852.319 30,39%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 163.023.988 27.921.550 17,13%
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 120.291.338 32.254.600 26,81%|
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan
Masvarakat
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi 799.933.966 153.472.008 19,19%
Hukum
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 138.278.307 48.216.228 34,87%
Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum 433.508.871 85.254.740 19,67%
Pendokumentasian Produk Hukum dan 228.146.788 20.001.040 8,77%
Pengelolaan Informasi Hukum
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah 743.350.149 123.865.720 16,66%
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 338.002.819 87.189.060 25,80%
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 236.213.429 28.516.660 12,07%
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 169.133.901 8.160.000 4,82%
Program Perekonomian dan 1.238.682.399 282.579.397 22,81%
P 1an
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 343.218.804 62.285.344, 18,15%
Perekonomian
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan 102.250.475 30.870.344 30,19%
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan
BLUD
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 116.571.456 25.845.000 22,17%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi 124.396.873 5.570.000 4,48%
Mikro kecil
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi 54.675.000 34.310.800 62,75%|
P 1an
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 54.675.000 34.310.800 62,75%
Pelaksanaan Pembangunan
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang 766.997.180 171.033.312 22,30%
dan Jasa
Pengelolaan P Barang dan Jasa 203.943.210 54.225.761 26,59%|
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara 211.176.970 46.335.860 21,94%|
Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 351.877.000 70.471.691 20,03%
Barang dan Jasa
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber 73.791.415, 14.949.941 20,26%
Dava Alam
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi 73.791.415 14.949.941 20,26%
Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan
Hidup
Program Penunjang Urusan 49.755.211.964/ 12.274.688.685 24,67%
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, 120.025.200 45.553.900 37,95%
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan 64.255.000 17.344.500 26,99%
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 55.770.200 28.209.400 50,58%
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kineria SKPD
Kegiatan Administrasi Keuangan 25.180.211.101 4.568.271.209 18,14%
Peranakat Daerah




Total Anggaran

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.712.085.033 4.352.213.429 18,35%

Pelaksanaan Penatausahaan dan 1.367.837.068 194.362.480 14,21%

Pengquiian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 100.289.000 21.695.300 21,63%

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Milik 50.135.200 13.443.300 26,81%

Daerah pada Peranakat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 50.135.200 13.443.300 26,81%

SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian 365.730.000 - 0,00%

Peranakat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 215.730.000 - 0,00%

Kelenakapannya

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 150.000.000 - 0,00%

Perundang-Undandan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 4.509.278.700 1.033.371.526 22,92%

Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi 110.000.000 29.754.750 27,05%

Listrik/Penerangan Banaunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 122.169.450 20.000.000 16,37%

Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 399.422.000 25.257.800 6,32%

Penyediaan Barang Cetakan dan 66.807.500 26.029.500 38,96%

Pendggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.911.254.750 773.920.950 26,58%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 899.625.000 158.408.526 17,61%

Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 3.042.000.000 2.976.500.000 97,85%

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 3.042.000.000 2.976.500.000 97,85%

atau Lapangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 6.544.132.371 1.464.752.148 22,38%

Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 155.882.000 80.685.000 51,76%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 4.069.281.533 884.780.458 21,74%

Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan 2.318.968.838 499.286.690 21,53%

Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3.070.554.250 700.667.409 22,82%|

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 502.837.600 114.975.001 22,87%

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2.028.913.150 484.518.595 23,88%

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 142.700.000 9.974.293 6,99%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 396.103.500 91.199.520 23,02%

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Kegiatan Administrasi Keuangan dan 1.092.050.000 305.807.574 28,00%

Operasional Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala 173.250.000 14.207.574 8,20%

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 82.800.000 82.800.000 100,00%

Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Penyediaan Dana Penunjang Operasional 836.000.000 208.800.000 24,98%

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan 1.584.000.000 193.383.977 12,21%

Sekretariat Daerah

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 1.584.000.000 193.383.977 12,21%

Sekretariat Daerah

Kegiatan Penataan Organisasi 685.134.006 132.808.876 19,38%

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 280.389.381 41.442.142 14,78%

Jabatan

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 208.235.150 38.560.734 18,52%

Laksana

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 196.509.475 52.806.000 26,87%

Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan 3.511.961.136 840.128.766 23,92%

Komunikasi Pimpinan

Fasilitasi Keprotokolan 441.364.674 81.830.000 18,54%

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2.841.585.287 716.829.366 25,23%

Pendokumentasian Tugas Pimpinan 229.011.175 41.469.400 18,11%
106.880.662.733 19.159.859.329 17,93%

Faktor Pendorong : Adanya komitmen, dukungan dan pimpinan yang memberikan arahan dan kebijakan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan serta Komunikasi yang baik antar stakeholder terkait (instansi/Perangkat Daerah)




Uraian Permasalahan : 1. Belum optimalnya pengawasan mekanisme penganggaran program/kegiatan pada dokumen perencanaan dipedomani; 2. Belum terintegrasi dengan baik pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga menghambat penghimpunan data dan informasi sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan; 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia ASN yang ideal dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi; 4. Tuntutan akuntabilitas perlu pertanggungjawaban administratif pemerintahan dan pembangunan yang berbasis kinerja aparatur; 5. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan internal untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Instansi yang dipimpin sehingga tujuan organisasi/instansi dapat tercapai secara optimal, Melakukan peningkatkan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Kota Jambi dengan dilakukan secara perkesinambungan pelaksanaan
kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah, Melakukan Peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pengambilan keputusan, Melakukan monitoring evaluasi (MONEV) secara rutin pada setiap triwulan dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi, Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi ASN dalam peningkatan kapasita: etensi.
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